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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realita yang ada bahwa jaminan adalah hal 

yang penting dalam suatu pembiayaan dimana jaminan berfungsi untuk 

menyelamatkan dana jika nasabah mengalami wanprestasi. Oleh karena pentingnya 

jaminan tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang 

penilaian kelayakan jaminan (collateral) pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI 

KC Mataram Pejanggik 1. Adapun rumusan masalah dalam  penelitian ini yaitu: Apa 

saja jenis-jenis jaminan (collateral) yang dapat digunakan dalam pembiayaan 

mudharabah di PT. BSI KC Mataram pejanggik 1 dan Bagaimanakah analisis 

penilaian  kelayakan jaminan (collateral) dalam pembiayaan mudharabah di PT. BSI 

KC Mataram Pejanggik 1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, 

yaitu suatu teknik analisis data yang menggambarkan seluruh data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, dan dokumentasi pada beberapa informen di PT. BSI KC 

Mataram Pejanggik 1. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan yang dapat digunakan 

dalam pembiayaan mudharabah dengan pola eksecating adalah jaminan berupa 

piutang end user. Sedangkan kendaraan, tanah, dan bangunan hanya sebagai jaminan 

tambahan. Dan untuk jaminan pembiayaan mudharabah dengan pola chanelling 

jaminanya adalah berupa tanah, bangunan, dan kendaraan.  

Sedangkan dalam melakukan penilaian jaminan PT. BSI  KC Mataram 

Pejanggik 1 sudah sesuai dengan tata cara penilaian jaminan yang ada, dimana dalam 

menentukan jaminan yang layak PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 melakukan 

penilaian dari aspek hukum dan ekonomi jaminan. Yang dimaksud dengan penilaian 

secara hukum adalah penilaian dengan merujuk kepada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas objek jaminan, keabsahan 

jaminan, penggunaan dokumen yang sah, sangketa yang melekat pada objek jaminan, 

pengikatan jaminan, serta peruntukan dan perizinan penggunaan jaminan. Dan 

penilaian secara ekonomi dilakukan untuk mengetahui harga pasar dari jaminan 

dengan memperhatikan jenis dan bentuk jaminan, kondisi jaminan, kemudahan 

pengalihan kepemilikan, tingkat harga yang jelas, dan penggunaan atau pemanfaatan 

objek jaminan.  

Kata Kunci: Penilaian Jaminan, Pembiayaan, dan Mudharabah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia begitu pesat 

sejak diberlakukanya UU.Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang 

membuka peluang bagi lembaga perbankan untuk membuka usaha dengan 

prinsip bagi hasil. Undang-undang diatas kemudian disempurnakan dengan 

terbitnya UU.Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan UU. Nomor 21 

tahun 2008 tentang perbankan syariah. revisi undang-undang tentang 

perbankan di Indonesia ini menunjukan bahwa ada arus kuat dari masyarakat 

bisnis untuk merespon secara lebih serius lagi akan hadirnya sistem perbankan 

syariah dalam sistem perbankan nasional. Hari ini, hampir 50% lebih lembaga 

usaha/industri perbankan nasional, baik dimiliki/dikelola pemerintah, lembaga 

swasta, dan lembaga keuangan luar negeri beroperasi di Indonesia telah 

membuka layanan syariah.
1
 Baik lembaga keuangan syariah, bank maupun 

non bank berkembang pesat dan hampir menyentuh semua wilayah yang ada 

di Indonesia.
2
 Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari otoritas jasa 

keuangan (OJK) tentang perkembangan perbankan syariah.  Berdasarkan data 

yang dihimpun otoritas jasa keuangan (OJK) adapun perkembangan bank 

                                                           
1
 Muh. Salahuddin, Dictum Akad dan Dampaknya terhadap Pembiayaan (Studi Analisis di 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram), ( Mataram: Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat IAIN Mataram, 2013), hlm. 1. 
2
 Muh. Salahuddin, Hijrah Ekonomi Masyarakat Kota Mataram (Studi tentang perpindahan 

Badan Hukum Koperasi), (Mataram: P2M UIN  Mataram, 2018), hlm. 2. 
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syariah dari tahun 2016-2020 dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020 

     Tahun KPO/KC KCP/UP KK 

2016 473 1.207 189 

2017 471 1.175 179 

2018 478 1.199 198 

2019 480 1.243 196 

2020 490 1.259 197 

    Sumber: OJK,  Statistik Perbankan Syariah,  13 Mei 2020. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi penambahan KPO/KC 

(Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang) dan KCP/KC (Kantor Cabang 

Pembantu/Unit Pelaksana) terbanyak di Indonesia pada tahun 2020, yaitu 

masing-masing sebanyak 10 unit dan 15 unit. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif, 

yang dapat diterima baik oleh masyarakat Indonesia. 
3
 

Identitas bank syariah adalah bagi hasil, yang merupakan landasan 

utama dalam segala kegiatan operasionalnya, baik dilihat dari aspek 

simpanan maupun dari aspek pembiayaan. Dalam bahasa syariah, bagi hasil 

                                                           
3
 OJK, Statistik Perbankan Syariah,  13 Mei 2020. 
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adalah  mudharabah atau musyarakah.
4
 Mudharabah adalah produk jasa 

utama dalam lembaga keuangan syariah dalam memobilisasi dana dari 

masyarakat. Transaksi model ini paling tidak harus melibatkan dua 

orang/pihak. Pihak pertama pemilik modal biasa disebut shahibul al-mal dan 

pihak kedua pengelola harta/dana disebut sebagai mudharib.
5
 Sedangkan 

Musyarakah atau syirkah merupakan akad yang mengatur kesepakatan 

antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan dan pengembangan harta. 

Oleh karena itu musyarakah/syirkah menuntut adanya pengumpulan modal, 

pengelolaan usaha (management), jangka waktu, garansi, sukses usaha, dan 

adanya bagi hasil.
6
 Selain model bagi hasil, pembiayaan yang ada di bank 

syariah juga menggunakan model jual beli (murabahah, salam, dan 

istishna), dan sewa (ijarah dan ijarah mutahiyah bi tamlik). 

Seluruh proses pembiayaan, sebagaimana aturan dalam lembaga bank 

dan pembiayaan lainnya, dibutuhkan jaminan atas pembiayaan yang 

diajukan. Jaminan yang disyaratkan untuk meyakinkan pihak bank mengenai 

kesanggupan atau kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan. Untuk 

memperoleh keyakinan mengenai calon nasabah maka pihak bank perlu 

melakukan penilaian terhadap character (watak), capacity (kemampuan), 

                                                           
4
 Fariz Al- Hasni, Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik  Perbankan Syariah,  vol. IX, 

Nomor 2, Desember  2017, hlm. 2. 
5
 Muh. Salahuddin, Dictum Akad dan Dampaknya terhadap Pembiayaan (Studi Analisis di 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Kota Mataram), ( Mataram: Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat IAIN Mataram, 2013), hlm. 22. 
6
 Muh. Salahuddin, Ekonomi Syariah Gerakan Arus Bawah, (Mataram: Febi UIN Mataram, 

2019), hlm.44. 
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capital (modal), condition of economy (kondisi ekonomi), dan 

collateral(agunan). Karena adanya banyak hal yang perlu diperhatikan 

dalam menganalisis jaminan (collateral) sehingga analisis terhadap jaminan 

(collateral) merupakan analisis terakhir atau disebut dengan second process. 

Jaminan (collateral) yang diajukan oleh calon nasabah  akan dinilai terlebih 

dahulu oleh badan usaha atau lembaga perbankan sebelum di nyatakan layak 

sebagai objek jaminan (collateral) yang baik dan berharga. Hal ini dilakukan 

karena mengingat adanya dana masyarakat yang harus lindungi agar jangan 

sampai merugikan masyarakat selaku nasabah, maupun lembaga keuangan 

syariah sendiri.  

Jaminan (collateral) bertujuan sebagai pagar pengaman terhadap dana 

yang telah dikucurkan, jaminan (collateral) juga memiliki dua fungsi yaitu, 

yang pertama untuk menyelamatkan dana yang telah disalurkan jika nasabah 

mengalami wanprestasi atau gagal bayar maka sebagai penyelamat dana 

bank bisa melakukan eksekusi jaminan (collateral) untuk melunasi segala 

kewajiban nasabah. Yang kedua jaminan (collateral) adalah penentu jumlah 

pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, sebab  jumlah 

pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan. 

Pada Tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil 

Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah 

Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank 

Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI. Dengan adanya penggabungan 
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ketiga bank tersebut akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, 

sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang 

lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. 

Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan 

bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru 

pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan 

masyarakat luas. Keberadaan bank syariah Indonesia juga menjadi cerminan 

wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan 

memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan lil Aalamiin).
7
 

PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 yang 

berada dijalan pejanggik No. 23, Cakranegara merupakan bank yang 

memiliki lokasi yang strategis karena berada ditengah pusat kota mataram 

yang mudah dijangkau oleh masyarakat, serta memiliki pegawai yang 

memberi pelayanan yang memuaskan. Di PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 

secara umum terdapat dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Dalam 

pembiayaan umumnya hanya ada tiga pembiayaan yang bisa diberikan yaitu 

pembiayaan dengan akad murabahah, akad musyarakah, dan akad 

mudharabah. Hal ini di buktikan dengan adanya data mengenai presentase 

masing-masing pembiayaan tahun 2020 dilihat dari total nasabah adalah 

sebagai berikut. 

                                                           
7
 Https://Www.Bankbsi.Co.Id/Company-Information/tentang-Kami, diakses Pada Tanggal 12 

Maret 2021, Pukul 14.00. 
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Tabel: 1.2 Data Presentase Perkembangan Pembiayaan Berdasarkan 

Total Nasabah di PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 Tahun 2020 

No             Nama Pembiayaan                Presentase Pembiayaan 

1 Murabahah 87,83% 

2 Musyarakah 33,30% 

3 Mudharabah 20,7% 

       

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah 

menempati urutan pertama yang paling popular dan diminati oleh masyarakat, 

murabahah menjadi idaman dilembaga keuangan syariah karena profil resiko 

untuk pembiayaan jenis ini cendrung kecil dibanding dengan pembiayaan lain 

seperti  musyarakah dan mudharabah.
8
 Lalu urutan kedua disusul oleh 

pembiayaan musyarakah, dan terakhir pembiayaan mudharabah. Pembiayaan 

mudharabah menempati urutan ketiga, hal ini disebabkan karena pembiayaan 

mudharabah merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi, sehingga 

PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 banyak memberikan pembiayaan 

mudharabah kepada orang-orang tertentu saja dan lembaga keuangan seperti 

Koperasi dan BPRS. 
9
 

                                                           
8
 Baiq El Badriati, Kritik terhadap Implementasi Akad Murabahah Lembaga Keuangan 

Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Kota Mataram), vol. VIII, Nomor 2,  Desember 2017. 
9
 Ben Soares, Staf Pembiayaan Produktif (Pembiayaan UMKM), Wawancara, 19 Maret  

2021. 
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Dalam pembiayaan mudharabah mengenal adanya jaminan 

(collateral) untuk kepentingan yuridis, yaitu digunakan sebagai jaminan 

(collateral) pelunasan pembiayaan apabila nasabah melakukan wanprestasi 

atau gagal bayar. PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 dalam proses penilaian 

jaminan merujuk pada Buku pedoman Perusahaan I, Bab III Tahun 2012 

tentang jaminan.  Bahwa  jaminan (collateral) yang disyaratkan adalah 

jaminan (collateral) yang memiliki nilai yang marketable (memiliki harga 

yang tinggi) yang mampu mencapai rasio kecukupan modal dan meng-cover 

pembiayaan calon nasabah minimal 100% dan maksimal 125%. Selain 

memiliki nilai yang marketable pihak bank juga mensyaratkan jaminan 

(collateral) yang memiliki legalitas berupa dokumen-dokumen asli sebagai 

tanda kepemilikanya. Jaminan (collateral) yang tidak memiliki dokumen asli 

maka tidak bisa dijadikan sebagai jaminan (collateral) dalam permohonan 

pembiayaan.
10

 

Di PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 saat melakukan penilaian 

jaminan (collateral) sering ditemukan masalah calon nasabah membawah 

jaminan (collateral) yang bukan atas nama nasabah/ pengurus/ pemegang 

saham, calon nasabah membawah jaminan (collateral) yang memiliki masalah 

sengketa waris, calon nasabah membawah jaminan (collateral) yang tidak 

marketable, dan  calon nasabah membawah jaminan (collateral) yang tidak  

mampu meng-cover  jumlah  pembiayaan  yang  diajukan. Karena adanya 

                                                           
10

 Buku Pedoman Perusahaan I, Bab III Tahun 2012 Tentang Jaminan. 
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masalah tersebut sehingga pihak bank perlu melakukan analisis mendalam 

terhadap jaminan (collateral) calon nasabah yang melakukan permohonan 

terhadap pembiayaan mudharabah agar tidak merugikan bank dikemudian 

hari.
11

 

Jadi dilihat dari permasalahan yang penulis temukan dilapangan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penilaian 

Kelayakan Jaminan (collateral) pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BSI 

(Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja jenis-jenis jaminan (collateral) yang dapat digunakan pada 

pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC 

Mataram Pejanggik 1?  

2. Bagaimanakah analisis penilaian kelayakan jaminan (collateral) pada 

pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC 

Mataram Pejanggik 1? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui jenis-jenis jaminan (collateral) yang dapat 

digunakan pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank Syariah 

Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1. 

                                                           
11

 Ben Soares, Staf Pembiayaan Produktif (Pembiayaan UMKM), Wawancara, 21 Januari  

2021. 
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b. Untuk mengetahui penilaian kelayakan jaminan (collateral) pada 

pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC 

Mataram Pejanggik 1. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis : 

Penelitian ini diharapkan  dapat berguna untuk memperluas ilmu bagi  

peneliti serta seluruh civitas akademik pendidik, sebagai salah satu 

rujukan  untuk  menambah  pengetahuan yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu perbankan syariah lebih khusus mengenai penilaian 

kelayakan jaminan (collateral) pada pembiayaan mudharabah.  

b. Secara Praktis : 

1) Bagi peneliti: penelitian ini dilakukan untuk memperbanyak 

wawasan  keilmuan peneliti di bidang perbankan syariah secara 

umum dan penilaian jaminan (collateral) secara khusus. 

2) Bagi lembaga keuangan syariah: sebagai bahan pertimbangan dalam 

pencairan pembiayaan mudharabah secara khusus, serta pembiayaan 

lain secara umum. 

3) Bagi masyarakat: penelitian ini untuk memberikan informasi yang 

faktual, dan tambahan referensi khususnya mengenai penilaian 

kelayakan jaminan (collateral) pada pembiayaan mudharabah
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Jaminan 

a. Pengertian Jaminan 

 Jaminan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-rahn yang 

memiliki pengertian tetap dan terus menerus. Secara istilah jaminan 

pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang 

diserahkan kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan 

utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi.
12

 

Pasal 1 angka 26 Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan 

tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/ atau 

UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.
13

 

Dari ketentuan pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah, yaitu 

agunan dan jaminan. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan  

pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan. Jaminan, yaitu 

tanggungan atas pinjaman yang diterima.
14

 

                                                           
12

 Veithzal rivai dan Andria Permana Veithzal, Islamic Financial Management.,hlm.  663. 
13

 Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 26. 
14

 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 

hlm. 285. 
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Untuk memahami istilah jaminan dan agunan dalam praktek 

perbankan, secara historis dapat kita lihat dari peraturan yang ada. 

Konsep jaminan syariah dalam tata aturan UU perbankan syariah,” 

dikeluarkan oleh bank Indonesia berupa Surat Keputusan No. 

23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian 

kredit dan Surat Edaran No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 

tentang jaminan pemberian kredit. Dalam pasal 1 huruf b dan huruf c 

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR 

ditegaskan bahwa: 
15

 Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank 

atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan material,surat 

berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung 

pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi 

kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.  

Sedangkan menurut Hartono Hadisoeprapto dan M. Bahsan bahwa 

jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk 

menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
16

 

 

 

                                                           
15

  Ibid, hlm. 268. 
16

 Ashibly,  Ajaran Hukum Jaminan, ( Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm.15-16. 
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b. Fungsi Jaminan  

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan 

pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, 

dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan immaterial 

yang berfungsi sebagai first way out. Dengan jaminan immaterial 

tersebut diharapkan debitur dapat mengelola perusahaanya dengan baik 

sehingga mendapatkan (revenue) bisnis guna melunasi pembiayaan 

sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat 

materi/kebendaan berfungsi sebagai second way out, pelaksanaan 

penjualan. Eksekusi agunan baru dilakukan apabila debitur gagal 

memenuhi kewajiban melalui first way out.
17

 

c. Jenis Jaminan 

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang dapat dibedakan 

menjadi dua  macam. Yang pertama jaminan materiil (kebendaan). 

Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa 

hak mutlak atas sesuatu benda,  yang mempunyai ciri-ciri hubungan 

langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) yang dapat 

diperalihkan (contoh hipotek, gadai, fidusia, dan lain-lain)
 18

. Dan yang 

                                                           
17

 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 

Sinar Grafinda,2012), hlm. 44  
18

 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum 

Jaminan dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarata, 2007), hlm. 46. 
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kedua jaminan immateriil (perorangan).Yang dimaksud dengan jaminan 

perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 

perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan 

debitur seumumnya (contoh Borgtocht).
19

 

d. Kriteria Jaminan 

Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan Mast. 

Yang pertama adalah marketability (agunan yang diterima oleh bank 

haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang 

menarik dan meningkat dari waktu ke waktu). Yang kedua 

ascertainabillity of value (agunan yang diterima memiliki standar harga 

yang lebih pasti). Yang ketiga Stability of value (agunan yang 

diserahkan memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, 

maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur). Dan yang 

keempat transferability (agunan yang diserahkan mudah 

dipindahtangankan dari satu tempat ke tempat lainnya).
 20

 

e. Penilaian Jaminan  

Setiap objek jaminan pembiayaan  yang diajukan calon peminjam 

dilakukan penilaian oleh bank yang menerima. Yang dimaksud dengan 

penilaian jaminan adalah pernyataan tertulis dari penilaian independen 

atau penilaian internal bank mengenai taksiran dan pendapatan atas nilai 

                                                           
19

 Ibid, hlm. 47. 
20

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 124-125. 



14 
 

 
 

ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif 

dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum 

yang ditetapkan oleh asosiasi dan institusi  yang berwenang. 
21

 

Menurut Peraturan Bank Indonesia pasal 44 14/15/PBI/2012 

tentang penilaian kualitas asset dan restrukturisasi pembiayaan bahwa 

suatu agunan wajib dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah serta 

diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga memberikan hak preferensi bagi bank. 
22

 

Sedangakan menurut M.bahsan tata cara penilaian jaminan 

pembiayaan dilakukan dengan penilaian secara hukum dan secara 

ekonomi.  Penilaiaan secara hukum dilakukan dengan merujuk kepada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

legalitas objek jaminan pembiayaan dan penggunanya sebagai jaminan 

pembiayaan.
 23  

Adapun aspek-aspek yang diperhatikan dalam penilaian secara 

hukum diantaranya ialah: Legalitas objek jaminan, keabsahan 

penggunaan objek jaminan, penggunaan dokumen yang sah, sangketa 

                                                           
21

 Ramlan Ginting, dkk, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Asset dan 

Restrukturisasi Pembiayaan, (Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (Pers), 2012). hlm.32. 
22

 Ibid, hlm.31. 
23

 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm. 111. 
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yang dapat  melekat pada objek jaminan, peruntukan dan perizinan 

penggunaan jaminan, kemungkinan pengikatan objek jaminan.
 24 

Sementara penilaian secara ekonomi dilakukan dengan 

memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi. Yang 

dimaksud dengan nilai ekonomi adalah nilai pasar. Nilai pasar menurut 

Peraturan Bank Indonesia pasal 13 13/26/PBI/2011 tentang penilaian 

kualitas asset dan restrukturisasi pembiayaan bahwa nilai pasar adalah 

jaminan uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli 

atau hasil penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah 

dikurangi biaya-biaya transaksi.
25

 Adapun aspek-aspek yang 

diperhatikan dalam penilaian ekonomi adalah sebagai berikut: Jenis dan 

bentuk jaminan, kondisi objek jaminan, kemudahan pengalihan 

kepemilikan jaminan, tingkat harga yang jelas dan prospek pemasaran, 

penggunaan atau pemanfaatan objek jaminan.
26

 

f. Pengikatan Jaminan. 

Cara pengikatan objek jaminan pembiayaan yang secara umum 

akan mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui 

suatu lembaga jaminan. Lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk 

mengikat jaminan utang,  yaitu gadai, hipotek, hak tanggung, dan 

                                                           
24

 Ibid, hlm.113. 
25

 Ramlan Ginting, dkk, Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Penilaian Kualitas Asset dan 

Restrukturisasi Pembiayaan,( Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (Pers), 2012), hlm.50. 
26

 M.Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm.124. 
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jaminan fidusia. Masing-masing jaminan diatur oleh undang-undang 

yang berbeda-beda dan akan dapat memberikan kepastian hukum 

kepada kreditur dan pemilik objek jaminan utang 

2. Pembiayaan  

a. Pengertian Pembiayaan 

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas berupa penyedian dana 

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit 

baik berupa kebutuhan konsumtif maupun produktif.
27

 Selain itu juga 

pembiayaan diartikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepercayaan 

yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana 

percaya dengan penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan 

yang diberikan pasti akan terbayar.  Menurut undang-undang perbankan 

No.10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyedian uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil.
28

 

 

                                                           
27 Syamsul Arifin, Manajemen Berbasis Tauhid Konsep dan Aplikasi Pembiayaan Menuju 

Madrasah Bermutu, (Mataram, Sanabil, 2020), hlm. 115. 
28

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 105-106. 



17 
 

 
 

b. Unsur-unsur Pembiayaan 

Ada beberapa unsur pembiayaan diantaranya adalah: 
29

 

1) Bank Syariah  

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada 

pihak lain yang membutuhkan dana. 

2) Mitra Usaha/Patner  

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank 

syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah. 

3) Kepercayaan (trust)  

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang 

menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk 

mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu 

tertentu yang diperjanjikan. 

4) Akad  

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan 

yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra. 

5) Risiko  

Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang 

akan timbul karena dana yang disalurkan tidak akan kembali. 

 

 

                                                           
29

 Ibid, hlm. 107-108. 
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6) Jangka Waktu 

Jangka waktu dapat bervariasi antara lain: Jangka pendek 

adalah jangka waktu hingga 1 tahun. Jangka menengah adalah jangka 

antara 1 hingga 3 tahun dan jangka waktu panjang adalah 

jangka waktu lebih dari 3 tahun.  

c. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai 

dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh 

sebanyak-banyaknya pengusahaan yang bergerak dibidang industri, 

pertanian, dan perdagangan  untuk menunjang kesempatan kerja dan 

menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
30

 

d. Fungsi Pembiayaan 

    Fungsi pembiayaan untuk memberikan pembiayaan dengan prinsip 

syariah yang menerapkan dengan prinsip bagi hasil yang tidak 

memberatkan nasabah. Serta membantu kaum dhuafa yang tidak 

tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu.
31

 

 

 

                                                           
30

 Muhammad Yusup, Manajemen Keuangan, (Mataram: Institut Agama Islam Negeri, 2015), 

hlm. 76. 
31

 Ibid, hlm. 73 
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e. Kriteria Pemberian Pembiayaan  

Yang diutamakan dalam pemberian pembiayaan adalah 

berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan membayar. Dan jangan 

perna memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada: Belas 

kasihan, kenalan (bersaudara atau teman), nasabah orang terhormat 

(terkenal, disegani, status sosial tinggi). 
32

 

3. Mudharabah  

a. Pengertian Mudharabah 

Secara etimologi mudharabah berasal dari kata al-darbu fi al-ardhi 

yang artinya al-safaru li al-tijarati, yakni melakukan perjalanan untuk 

berdagang. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata dharaba 

sinonim dengan kata tijarah, seperti dalam kalimat dharaba lifulani fii 

malihi, artinya ia memberikan modal untuk berdagang kepada si fulan.  

Sedangkan secara terminologi, mudharabah diartikan sebagai akad 

penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk 

diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya 

sesuai dengan pesyaratan yang mereka buat. Dengan kata lain 

mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak 

memberikan modal kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan 

                                                           
32

 Ibid. hlm. 74. 
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ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan 

kesepakatan mereka. 
33

 

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa mudharabah adalah 

suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak yang 

pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan 

tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara 

mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka sepakati bersama. 

b. Dasar Hukum Mudharabah 

 Landasan hukum pengaturan pembiayaan mudharabah adalah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

pembiayaan mudharabah (Qiradh), bahwa dalam rangka 

mengembangkan dan mengkatkan dana lembaga keuangan syariah 

(LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain 

dengan cara mudharabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (malik, shahib al-mal, LKS) menyediakan 

seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) 

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka 

sesuai dengan kesepakatan yang dituangan dalam kontrak.
34

 Adapun 

                                                           
33

 Muhammad Harfin Zuhdi, Muqaranah Fiqh Mu‟amalah, (Mataram: Sanabil, 2018), hlm. 

251. 
34

 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 

Mudharabah (Qiradh), hlm. 1. 
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dalil Al-Qur’an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya 

sebagai berikut:  

1) Al-Qur’an 

 ِ لىَٰةُ فَٲنتشَِزُوا۟ فِى ٱلْْرَْضِ وَٱبْتغَىُا۟ هِن فَضْلِ ٱللَّّ   إِذاَ قضُِيتَِ ٱلصَّ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (QS. Al-Jumu‟ah 

ayat 10)”.
35

 

 

 

 اض  هِنْكُنْ يَا ايَهَُا الَّذِيْنَ ءَاهَنىُا لاَ تأَْ كُلىُا اهَْىَالكَُنْ بيَْنَكُنْ بِالْبَاطِلِ إلِاَ أنَْ تكَُىْنَ تِجَارَةً عَنْ تزََ     

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengna jalan  

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu 

(An-Nisa ayat 29)”.
36

 

 

     َ با     وَاحََلَ الله ُالْبيَْعَ وَحَزَمَ الزِّ

Artinya:“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah ayat 275)”.
37

 

 

2) Hadist   

Artinya:”Nabi SAW bersabda, ada tiga hal yang didalamnya  

mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqharadhah 

(mudharabah) dan mencampur gandum  dengan jemawut untuk 

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majah dari 

Shuhaib). 
38

 

 

c. Rukun dan Syarat Mudharabah 

 Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat 

dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak 

terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam 

                                                           
35

 QS. Al-Jumu‟ah [62] : 10. 
36

 QS. An-Nisa [4]: 29. 
37

 QS. Al-Baqarah [2]: 275. 
38

 Tim OJK, Standar Produk Mudharabah, 2017, hlm. 19. 
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pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur 

ulama:
39

 

1) Pihak-pihak yang melakukan akad 

2) Modal 

3) Usaha yang dijalankan 

4) Keuntungan 

5) Pernyataan Ijab dan Kabul 

 Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, ialah 

yang pertama pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah 

disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap 

hukum (mukallaf) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik 

modal (shahibul maal)akan memberikan kuasa dan pengelola modal 

(mudharib) menerima kuasa tersebut, karena di dalam akad mudharabah 

terkandung akad wakalah/kuasa. Dan yang kedua modal dalam akad 

mudharabah harus memenuhi ketentuan bahwa modal harus berupa alat 

tukar, modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur, modal 

harus dalam bentuk tunai, modal harus dapat dipindahkan/diserahkan 

dari shahibul maal atau pemilik modal kepada mudharib atau pengelola 

modal. 
40
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d. Macam-macam Mudharabah 

 Dilihat dari aspek transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan 

pekerja, maka para fuqaha membagi akad mudharabah kepada dua 

bentuk, yaitu: 

1) Mudharabah Muthlaqah  

Adalah penyerahan  modal dengan secara mutlak tanpa syarat 

dan pembatasan. Dalam pembiayaan mudharabah muthlaqah, 

pekerja diberikan untuk mengelola modal itu selama profitable.
 41

 

2) Mudharabah Muqayyadah 

Adalah penyerahan modal dan syarat dan batas tertentu. Dalam 

pembiayaan mudharabah muqayyadah,pekerja mengikuti ketentuan-

ketentuan yang diajukan oleh pemilik modal. Seperti; pemilik modal 

menentukan barang dagangan, lokasi bisnis, dan supplier.
 42

 

e. Prinsip-prinsip Mudharabah  

 Adapun prinsip-prinsip dalam akad mudharabah yaitu :
 43

 

1) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang berakad 

2) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad 

3) Prinsip kejelasan  

4) Prinsip kepercayaan dan amanah  
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256. 
42

 Ibid, hlm. 257.  
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5) Prinsip kehati-hatian 

4. Jaminan dalam Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah 

Dalam praktek di perbankan syariah disyaratkan jaminan pada 

permohonan pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan jaminan pada 

pembiayaan mudharabah untuk menunjukkan adanya tanggung jawab 

mudharib dalam mengembalikan modal kepada shahibul maal. Setidaknya 

ada beberapa alasan yang mendukung terhadap pentingnya jaminan dalam 

pembiayaan mudharabah yaitu:
44

 

a. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah berkaitan dengan resiko 

terhadap pelanggaran (ta‟addi), kelalaian (taqsir), menyalahi 

kesepakatan yang telah ditentukan (mukhalafatu al-syurut) yang 

mungkin dilakukan oleh mudharib, oleh karena itu fuqaha mengizinkan 

adanya jaminan. 

b. Pada konteks perbankan syariah saat ini mudharabah yang dilakukan 

berbeda dengan mudharabah tradisional sebab perbankan sebagai 

lembaga perantara (intermediary) me-mudharabahkan dana shahibul 

maal yang jumlahnya banyak kepada mudharib lain sehingga pemilik 

modal tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari 

para mudharib. 
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c. Situasi dan kondisi masyarakat saat ini telah berubah dalam hal 

komitmen terhadap kepercayaan (trust) sehingga konsekuensi hukum 

pun berubah, hal ini sesuai dengan kaidah al hukmu yaduru ma‟a illat 

wujudan wa „adaman (keberadaan hukum ditentukan oleh ada tidaknya 

„illat/alasan). Jika „illat berubah, maka akibatnya pun hukumnya 

berubah. 
45

 

B. Penelitian Terdahulu  

Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan tentang beberapa 

penelitian terdahulu yang membahas tentang tema yang hampir sama dengan 

variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul ”Analisis 

Penilaian Kelayakan Jaminan (Collateral) pada Pembiayaan Mudharabah di 

PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1”.  

1. Susilawati tahun 2020, dengan judul ”Strategi Penanganan Pembiayaan 

Bermasalah pada Akad Mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-

Iqtishady Mataram” 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil 

dari penelitian ini bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada 

akad mudharabah di koperasi serba usaha BMT Al-Iqtishady disebabkan 

oleh faktor internal yaitu kesalahan dari BMT dalam hal menganalisis 

pembiayaan dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap usaha 

yang dilakukan oleh nasabah. Faktor eksternalnya yang menyebabkan 
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pembiayaan bermasalah yaitu karena faktor pasar yang kurang mendukung, 

faktor ekonomi dan kesenjangan dari nasabah itu sendiri yang tidak mampu 

membayar pembiayaan. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada 

akad mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady dilakukan 

dengan cara pendekatan secara kekeluargaan yaitu dengan cara 

bermusyawarah agar dapat diberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah 

tersebut kemudian dilakukan penjadwalan kembali (rescheduling), 

perubahan persyaratan (reconditioning), penataan kembali (restructuring), 

sita jaminan dan penghapus bukuan. 
46

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas tentang pembiayaan mudharabah dan perbedaannya penelitian 

ini lebih fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 

mudharabah di Koperasi Serba Usaha BMT Al-Iqtishady sedangkan 

penelitian ini lebih fokus pada analisis penilaian kelayakan jaminan 

(collateral) pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank Syariah 

Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1.
 
 

2. Latifah Nur Fajri tahun 2016, dengan judul ”Pengaruh Tingkat Bagi Hasil 

Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Bank 

Mandiri Syariah)”.   
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan metode kausalitas 

semua data yang digunakan diambil dari data sekunder yang bersumber 

dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh bank syariah mandiri. 

Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis yang dilakukan 

menggunakan regresi sederhana dan koefisien determinasi maka diperoleh 

bahwa tingkat bagi hasil mengalami fluktuasi dengan kecenderungan 

menurun setiap tahun, tingkat profitabiltas pernah mendapatkan ROA yang 

sangat kecil karena dipengaruhi tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah 

yang cenderung turun yang mengakibatkan perolehan profitabilitas yang 

menurun, dan tingkat bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh 

positif terhadap prifitabiltas Bank Syariah Mandiri.
 47 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-

sama membahas tentang pembiayaan mudharabah sedangkan perbedaanya 

yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan dan penelitian 

terdahulu lebih fokus pada pengaruh tingkat bagi hasil pembiayaan 

mudharabah terhadap profitabilitas (studi kasus Bank mandiri syariah) 

sedangkan penelitian ini fokus pada analisis penilaian kelayakan jaminan 

(collateral) pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank Syariah 

Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1.
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3. Dian Yustikarini tahun 2019, dengan judul “Implementasi Penilaian 

Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP 

Kedaton”.  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Dan merupakan penelitian yang masuk dalam kategori jenis penelitian 

lapangan (Field Research).  

Adapun hasil penelitian ini bahwa adanya jaminan pembiayaan merupakan 

komitmen nasabah untuk melunasi pembiayaan yang dilakukan. 

Implementasi Penilaian Jaminan pada Pembiayaan Mikro di PT Bank 

Syariah Mandiri KCP Kedaton telah sesuai dengan Pasal 43 PBI No. 

13/13/PBI/2011 yaitu maksimal penilaian untuk tanah dan bangunan 

senilai 70% serta memperhatikan aspek Marketability, Ascertainbility of 

Value, Stabilty Value dan Transferbility.
48

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas tentang penilaiaan jaminan. Perbedaanya adalah penelitian 

terdahulu lebih memfokuskan terhadap implementasi penilaian jaminan 

pada pembiayaan mikro di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kedaton 

sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis penilaian 

kelayakan jaminan (collateral) pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI 

(Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1.
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4. Abdul Rahim Hafa tahun 2019 dengan judul “Analisis Penilaian Barang 

Jaminan dalam Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank 

Pengkreditan Rakyat Sulewesi Mandiri” 

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif deskriptif dan 

kuantitatif. Adapun hasil penelitian tersebut bahwa penilaian jaminan 

terhadap pemberian modal kerja pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat 

Sulewesi Mandiri telah sesuai dengan sistem yang berlaku saat ini yaitu 

nilai likuiditas yang dimana nilai likuiditas yaitu nilai yang paling objektif 

dan aman digunakan oleh bank.
49

  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas tentang penilaian jaminan. Perbedaanya adalah penelitian 

terdahulu lebih memfokuskan pada analisis penilaian barang jaminan 

dalam pemberian kredit modal kerja pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat 

Sulewesi Mandiri sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada 

analisis penilaian kelayakan jaminan (collateral) pada pembiayaan 

mudharabah di BSI (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 

5. Randy Quido Presley Jacob, Hari janto  Sabijono, Steven Tangkuman 

tahun 2014, dengan judul “Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan 

dan Penilaian Agunan dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja 

pada PT. Rakyat Indonesia (persero) TBK Cabang Manado”. 
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 Abdul Rahim Hafa, Analisis Penilaian Barang Jaminan dalam Pemberian Kredit Modal 

Kerja pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Sulewesi Mandiri, vol. 15, Nomor 2, November, 2019, 

hlm.84 . 
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Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Adapun 

hasil dari penelitian tersebut agunan yang dijadikan jaminan berupa 

sebidang tanah dan bangunan. Bagaimana pun baiknya terhadap penilaian 

terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha 

permohonan, apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pembayaran 

terakhir yang dapat diharapkan oleh bank hanya dari penjualan agunan.
50

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

membahas tentang penilaiaan jaminan. Perbedaanya adalah penelitian 

terdahulu lebih memfokuskan pada analisis kinerja laporan keuangan 

perusahaan dan penilaian agunan dalam keputusan pemberian kredit modal 

kerja pada PT. Rakyat Indonesia (persero) TBK Cabang Manado 

sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis penilaian 

kelayakan jaminan (collateral) pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI 

(Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1.
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BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu. Sesuai dengan judul 

dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta 

yang ada serta usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya, yang diteliti dan yang dipelajari. 

Menurut Husein Umar deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu 

yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab sebab 

dari suatu gejala tertentu. Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa. 
51
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B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC 

Mataram Pejanggik 1 yang berada di jalan pejanggik No. 23, Cakranegara 

Barat, Kecematan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 

83239.  

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari PT. 

BSI (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1. Untuk 

memperoleh data ini penulis melakukan wawancara secara langsung 

dengan menanyakan berbagai pertanyaan mengenai penilaian kelayakan 

jaminan pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI  (Bank Syariah 

Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1.  Adapun subjek penelitian ini 

adalah karyawan PT. BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature 

kepustakaan yang berguna untuk melengkapi proses analisis. Dengan 

menggunakan sumber data sekunder dapat membantu melengkapi data-

data yang kurang ditemukan pada saat wawancara ataupun observasi. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui 
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buku, artikel dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

yang diperlukan oleh peneliti yaitu mengenai penilaian kelayakan 

jaminan pada pembiayaan mudharabah.  

D. Instrumen Penelitian  

Dalam hal ini yang dimaksud dengan instrumen penelitian adalah 

pedoman wawancara. Instrumen dalam pengumpulan data dapat 

dibedakan dalam dua bentuk, diantaranya: 

1. Pedoman wawancara terstruktur adalah bentuk pedoman wawancara 

yang disusun secara terperinci mengenai hal-hal yang ingin 

ditanyakan. 

2. Pedoman wawancara tidak terstruktur adalah bentuk pedoman 

wawancara yang hanya menurut pokok-pokok pikiran yang akan 

ditanyakan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua tehnik pengumpulan 

data. Di antaranya adalah sebagai berikut:  

1. Metode Interview/Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviwer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
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(interviwee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.
 52 

 Sementara 

Nazir memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). 
53

  

Adapun yang menjadi sasaran dalam metode ini adalah bapak 

Bagas Wahyu selaku staf Sales Lending, bapak Ben Soares selaku staf 

pembiyaan produktif (UMKM), ibu Meirina Indah Safitri selaku staf 

Area Consumer Verification dan bapak Budi Wirawan selaku staf 

Appraisal Officer/Appraisal Internal. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-

barang tertulis. Menurut Sugiyono  dokumen merupakan catatan 

peristiwa yag sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental dari seseorang.
54

 Dengan menggunakan 

dokumentasi, peneliti bisa mengumpulkan data atau arsip dari objek 

penelitian misalnya data mengenai sejarah, visi dan misi, struktur 

organisasi, brosur pembiayaan, produk pembiayaan, dan foto pada saat 
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penelitian di PT. BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Dalam hal ini data yang ditemukan dipaparkan secara apa 

adanya. Setelah keseluruhan data terkumpulkan, langkah selanjutnya 

penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Berikut ini langkah-langkah tehnik analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-

simpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.
55

 Dalam hal ini 

peneliti melakukan perampingan data dan memilih data yang penting 

sehingga peneliti hanya fokus pada penilaian jaminan serta 

menyesuaikan dengan data yang diperoleh dilapangan mengenai 

penilaian kelayakan jaminan pada pembiayaan mudharabah. 
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2. Data Display (Penyajian Data)  

Penyajian data yang dimaksud Miles dan Huberman, adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.
56

 Dalam hal ini 

peneliti  melakukan penyajian data dalam bentuk uraian, table, serta 

bagan yang berkaitan dengan  penilaian kelayakan jaminan pada 

pembiayaan mudharabah. 

3. Conlcusion Drawing/Verification 

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung  pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
57

 

Dalam hal ini peneliti menggambarkan pendapat-pendapat terakhir 

yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang 

diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. 

G. Keabsahan Data 

1. Pembahasan Dengan Teman Sejawat  

 Tehnik ini merupakan cara memaparkan hasil penelitian yang 

peneliti perolah dalam bentuk diskusi bersama teman-teman sejawat.
58

 

Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi dengan teman sebaya yang 

memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, 
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sehingga peneliti dapat menambah wawasan dan pandangan akan 

penelitian yang dilakukan.  

2. Ketekunan Peneliti  

Dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik 

lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula 

keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul. Situasi sosial di 

lapangan yang bervariasi dan kadang­kadang kurang bersahabat untuk 

peneliti sehingga memengaruhi proses dan aktivitas pengumpulan 

data.
59

 Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci secara berkala terhadap faktor-faktor yang menonjol. 

Kemudian peneliti  menelaahnya secara terperinci sampai pada suatu 

titik sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian dan 

benar-benar valid.  

3. Triangulasi 

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data 

untuk mendapatkan temuan dan interprestasi data yang lebih akurat 

dan kredibel.
60

 Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Dalam hal ini 

peneliti melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan hasil 
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wawancara sehingga peneliti mendapatkan data yang benar-benar 

valid.   
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian   

1. Profil PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 

a. Sejarah Singkat PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1 

   PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 

termasuk salah satu pelopor berdirinya sekaligus berkembangnya Bank 

syariah di Indonesia. PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1 merupakan salah satu bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Mataram yang sekarang telah berubah nama menjadi PT.  BSI  (Bank 

Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 dikarenakan bergabungnya 

Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu 

entitas yaitu PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yaitu pada tanggal 1 

Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. 

Tujuan dari penggabungan Bank Syariah yaitu agar menyatukan 

kelebihan dari ketiga Bank Syariah tersebut sehingga akan 

menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan 

memliki kapasitas permodalan yang lebih baik lagi. Selain itu, 

penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut sebagai ikhtiar untuk 

melahirkan Bank Syariah kebanggan umat, yang diharapkan mampu 
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menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi 

terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah 

Indonesia juga sebagai cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia 

yang modern, universal, sekaligus memberikan kebaikan bagi segenap 

alam (Rahmatan Lil‟Aalamiin).
 61

 

b. Letak Geografis PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1 

  Kantor PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1 berlokasi di Jl. Pejanggik No. 23 Cakranegara, Mataram 

Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kantor PT.  BSI  (Bank Syariah 

Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 tempatnya sangat strategis yang 

dimana terletak di pinggir jalan besar dan berada di sekitar pusat 

kegiatan ekonomi masyarakat yaitu pusat-pusat 

perdagangan/pembelanjaan sehingga dapat menarik minat masyarakat 

untuk bertransaksi di PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1. Bangunan Kantor BSI Mataram  sangat bagus, bersih  dan 

nyaman sehingga membuat pegawai dan clientnya nyaman berada di 

kantor. Bangunan PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram 

Pejanggik 1 terdiri dari tiga lantai. Lantai pertama merupakan ruangan 

yang terdiri dari beberapa bagian, bagian depan ruangan untuk 

pelayanan nasabah (customer service dan teller), ruang tengah 
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merupakan ruangan untuk bagian operational service, dan ruangan 

bagian belakang terdapat toilet dan dibelakang bangunan terdapat 

tempat parkir khusus untuk pegawai. Sedangkan untuk lantai dua terdiri 

dari ruangan pimpinan, ruangan divisi marketing, devisi analis, ruang 

akad/meeting, tempat tamu, gudang dan toilet. Kemudian untuk lantai 

ketiga terdapat ruangan bagian umum, ruangan berkas, ruangan tempat 

alat-alat keperluan kantor (map, kertas dll), kemudian terdapat ruang 

dapur, musholla, dan toilet.
 62 

c. Visi dan Misi  

1) Visi 

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut 

kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. 

2)  Misi 

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. 

Melayani 20 juta nasabah dan menjadi top 5 Bank berdasarkan 

asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025 

b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham. 

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan 

valuasi kuat (PB>2) 
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c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta 

terbaik Indonesia. 

Perusaaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan 

masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan  

dengan budaya berbasis kinerja.
63

 

d. Sturuktur Organisasi 

Gambar  1. Struktur  PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC 

Mataram Pejanggik 1 
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e. Job  Description 

Fungsi dari masing-masing struktur adalah: 
64

 

1) Pimpinan Cabang: Berperan mengambil seluruh keputusan dalam 

PT. BSI (Bank Syariah Indonesia)  KC Mataram Pejanggik 1 

syariah.  

2) Pimpinan Bidang Operasional: memimpin dan memutuskan setiap 

jalannya usaha dalam bidang operasional bank. 

3) Pengelola Pemasaran: menghimpun dana dari nasabah, memasarkan 

produk dan jasa bank kepada nasabah dan calon nasabah. 

4) Financing Asisstant: menyiapkan kelengkapan berkas pembiayaan, 

berkoordinasi dengan developer dan notaris, menyiapkan 

kelengkapan akad. 

5) Funding Assistant: memasarkan produk pendanaan, membantu 

nasabah untuk pembuatan rekening, 

6) Teller: melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan dan 

kliring, mencairkan uang nasabah yang melakukan transaksi. 

Menerima uang nasabah yang ingin menabung dll. 

7) Custumer Service: melayani nasabah yang akan membuat rekening, 

menyiapkan formulir dengan akad Wadiah dan Mudharabah, 

melayani nasabah yang bermasalah dengan ATM atau kehilangan 

buku tabungan, dan lupa dengan pin ATM dll. 
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8) Asisten Administrasi Keuangan Umum: mengelola sistem otomatis 

cabang dan sistem cabang pembantu, memeriksa transaksi 

keuangan, mengelola laporan harian dari sistem, mengelola laporan 

cabang, mengelola masalah kepegawaian, menyelenggarakan 

administrasi umum, dan melaksanakan perbaikan/penyempurnaan 

hasil temuan audit. 

f. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah 

Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan pembiayan mudharabah di 

BSI KC Mataram Pejanggik 1. Diantaranya sebagai berikut:  

1) Tahap Permohonan  

Pada tahap permohonan calon nasabah diarahkan untuk 

mengisi formulir permohonan  pembiayaan yang sudah di sediakan 

oleh BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1, 

sebagai bahan bukti keseriusan dalam mengajukan suatu 

pembiayaan. Formulir yang telah diisi bertujuan untuk dijadikan 

arsip  bank yang akan menjadi identitas calon nasabah, sehingga 

bank bisa mendapatkan identitas lengkap dari calon nasabah yang 

akan mengajukan pembiayaan. Dalam tahap permohonan ini ada 

beberapa syarat yang perlu dilampirkan oleh calon nasabah.
65

 

Adapun  syarat  yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut: 
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 Data Pribadi  

a) KTP suami dan istri  

b) Surat keterangan belum nikah/duda/janda 

c) Kartu keluarga  

d) Buku nikah 

e) NPWP  

f)  Foto suami dan istri  

 Data Pekerjaan  

a) Surat keputusan pengangkatan 

b) Surat keterangan peg. aktif 

c) Surat rekomendasi atasan  

d) Surat kuasa potongan bendahara 

e) Surat pernyataan bendahara bersedia memotong 

f) Slip gaji 3 bulan terakhir 

g) Rekening koran/tabungan 6 bulan terakhir 

h) Izin usaha (NIB, SIUP, TDP, dan lain-lain) 

i) Pembukaan usaha 

j) Data suplyer 

k) Data buyer  
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 Data Agunan/Objek Pembiayaan  

a) Sertifikat (SHM/SHGB) 

b) IMB 

c) SPPT PBB 

d) Surat penawaran 

e) Objek dan bukti mudharabah.
66

 

2) Tahap Verifikasi Pembiayaan 

Pada tahap ini area consumer verification melakukan verifikasi  

untuk membuktikan kevalidtan data calon nasabah. Adapun hal yang 

dilakukan dalam proses verifikasi adalah membuktikan kebenaran 

data mengenai data pribadi,  melakukan verifikasi dokumen 

income/usaha serta agunan, melakukan kunjungan kepada calon 

nasabah untuk memastikan kebenaran data yang telah diberikan oleh 

calon nasabah, melakukan monitoring tentang kondisi atau potensi 

bisnis yang dijalankan oleh calon nasabah.
 67

 

3) Tahap Analisis Pembiayaan  

Dalam analisis pembiayaan, PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) 

KC Mataram Pejanggik 1 menggunakan analisis prinsip 5C. Yang 

melakukan pemeriksaan pada tahap ini adalah unit bisnis (SME, 
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Mikro, Pawning, Sales, dan Processing) atau lebih spesifik lagi yatu 

unit analisis.  Tahap analisis merupakan tahap yang penting bagi PT.  

BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1. Karena 

pada tahap ini yang akan menentukan layak dan tidaknya calon 

nasabah untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah. Adapun hal 

yang dianalisis pada tahap ini adalah  sebagai berikut:
 68

 

a) Analisis Character/Watak/Kepribadian  

     Penilaian Character/watak/kepribadian ini dilakukan untuk 

mengetahui latar belakang calon nasabah, baik yang 

berhubungan dengan pekerjaan calon nasabah, sifat atau watak 

calon nasabah, gaya hidupnya serta kehidupan keluarganya. 

Analisis karakter dapat dilakukan dengan cara melakukan BI 

Checking, mencari informasi kepihak lain dengan cara 

melakukan wawancara bersama masyarakat sekitar calon 

nasabah.  

b) Analisis Capacity  

      Penilaian capacity/kemampuan dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam rangka 

memenuhi segala kewajibanya. Analisis  capacity/kemampuan 

dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan calon nasabah, 
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memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survey kelokasi 

usaha calon nasabah.  

c) Analisis Capital 

Penilaian capital atau modal dilakukan untuk melihat 

modal yang dimiliki calon nasabah atau jumlah dana yang akan 

diikut sertakan terhadap usaha yang akan dijalankan oleh calon 

nasabah. Analisis capacity ini dapat dilakukan dengan melihat 

laporan keuangan calon nasabah dan uang muka calon nasabah.  

d) Analisis Condition of Economic 

Penilaian condition of economic yaitu penilaian terhadap 

situasi dan kondisi usaha calon nasabah dengan tujuan untuk 

memprediksi resiko yang akan terjadi. Analisis condition of 

economic dapat dilakukan dengan melihat usaha yang sedang 

dijalankan oleh calon nasabah dan kebijakan yang dikeluarkan 

oleh pemerintah.  

e) Analisis Collateral  

Penilaian collateral dilakukan untuk melihat permasalahan 

jaminan serta kesesuaian barang jaminan dengan jumlah 

pembiayaan yang akan diberikan. Jaminan yang disyaratkan oleh  

PT.  BSI  (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 

adalah jaminan yang marketable yang mampu mengcover jumlah 

pembiayaan minimal 100% dan maksimal 125%.. Analisis 
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collateral dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa 

hal diantaranya: marketability, ascertainability of value, stability 

of velue, trasferability .  

4) Tahap Persetujuan Pembiayaan  

Setelah melakukan tahap analisis, kemudian dilakukan tahap 

persetujuan pembiayaan. Hal yang pertama dilakukan ialah 

berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh  micro analisis maka akan 

dikeluarkan keputusan terkait dengan persetujuan atau penolakan  

pembiayaan. Yang kedua persetujuan atau penolakan suatu 

pembiayaan akan disampaikan kepada calon nasabah. Dan yang 

ketiga apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui, maka 

micro analisis akan memberikan surat berupa penawaran pemberian 

pembiayaan kepada calon nasabah.
 69

 

2. Jaminan dalam Pembiayaan di PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 

a. Macam-Macam Pembiayaan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

  Secara umum ada tiga macam pembiayaan yang ditawarkan oleh BSI 

KC Mataram Pejanggik 1 di antaranya:
70
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1) Pembiayaan Murabahah  

 Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berdasarkan akad 

jual beli antara bank dan nasabah. bank membeli barang yang 

dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok dan 

kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang telah 

disepakati.  

2) Pembiayaan Musyarakah 

 Pembiayaan khusus untuk modal kerja yaitu dari bank 

merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan sesuai 

dengan nisbah yang disepakati.  

3) Pembiayaan Mudharabah 

 Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan untuk kegiatan 

modal kerja dan investasi nasabah. Pembiayaan ini ditujukan untuk 

lembaga keuangan seperti Koperasi, BPRS, maupun orang 

perorangan dari anggota Koperasi dan BPRS. Dalam pembiayaan ini 

ada dua pola yang diterapkan yaitu pembiayaan mudharabah dengan 

pola eksecating dan pembiayaan mudharabah dengan pola 

chanelling. Adapun skema pembiayaan dari kedua pola tersebut 

adalah sebagai berikut:   
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a) Pola eksecating  

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

(1) BSI melakukan akad kerjasama mudharabah dengan Koperasi. 

Dan untuk bagi hasil disesuaikan dengan presentase nisbah 

yang telah disepakati oleh BSI dan Koperasi 

(2) Koperasi memberikan jaminan berupa piutang end user 

sebagai jaminan utama dan jaminan tambahan bisa berupa 

tanah,bangunan, dan kendaraan. 

(3)  BSI/shahibul mal menyerahkan modal  

(4) Pendapatan dari pembiayaan yang telah disalurkan akan 

dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah 

diperjanjikan. 

 

 

 

  

BSI Koperasi Anggota 

4. Bagi hasil 

2.   Agunan 

1. Akad  

3.Pembiayaan   Pembiayaan  
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b) Pola chanelling. 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Keterangan: 

(1) Koperasi mengajukan permohonan pembiayaan di BSI   

berdasarkan kebutuhan anggotanya.  

(2) Setelah permohonan permbiayaan disetujui, BSI melakukan 

akad kerjasama mudharabah dengan anggota Koperasi. Dan 

untuk bagi hasil disesuaikan dengan presentase nisbah yang 

telah disepakati oleh BSI dan anggota Koperasi.  

(3) Anggota menyerahkan jaminan. Jaminan yang diserahkan bisa 

berupa tanah, bangunan, dan kendaraan. 

(4) BSI menyerahkan modal  

(5) Pendapatan dari pembiayaan yang telah disalurkan akan 

dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah 

diperjanjikan.  

BSI 

Koperasi  

Anggota 

5. Bagi Hasil 

3.Agunan 

2. Akad 

4.  Pembiayaan 

1.  Administrasi 
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b. Jaminan dalam Pembiayaan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

  Jaminan merupakan sesuatu yang harus disiapkan oleh calon 

nasabah ketika mengajukan permohonan pembiayaan. Tujuan 

disyaratkanya jaminan ialah untuk menjaga komitmen nasabah agar 

bersungguh-sungguh terhadap pembiayaan yang dilakukan.  

Bapak Ben Saores selaku  staf pembiayaan produktif (UMKM)  di BSI 

KC Mataram Pejanggik 1 mengungkapkan bahwa:  

“Jadi begini mbak, agunan itu mbak bisa dikatakan sesuatu yang 

urgent. Agunan yang disyaratkan oleh bank bertujuan  sebagai 

bentuk kehati-hatian bank saja si mbak, untuk melindungi dana 

terhadap moral hazard/ prilaku curang yang dilakukan oleh 

nasabah. Agunan juga memiliki fungsi sebagai penyelamat dana 

jika nasabah mengalami wanprestasi/gagal bayar.
 71

 
 

 
Pernyataan  yang disampaikan oleh bapak Ben Saores tidak jauh 

berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Meirina Indah Safitri 

selaku staf  Area Consumer Verification yang juga memaparkan: 

“Agunan yang disyaratkan oleh bank itu mbak sebenarnya 

bertujuan sebagai bentuk tanggung jawab nasabah saja si. Bahwa 

nasabah akan bersedia memenuhi segala kewajibanya, agar tidak 

merugikan bank selaku lembaga keuangan yang menyalurkan 

fasilitas pembiayaan. Agunan juga memiliki fungsi sebagai 

penyelamat dana jika nasabah mengalami wanprestasi. Dimana jika 

nasabah tidak bisa melunasi pembiayaanya ya bakalan dieksekusi 

agunanya”
 72

 
 

  Pada dasarnya jaminan yang disyaratkan oleh setiap bank tentu 

berbeda-beda tergantung pada aturan yang dibuat oleh masing-masing 
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bank. Begitupun dengan BSI KC Mataram Pejanggik 1 dalam 

menentukan jaminan pembiayaan merujuk pada Buku Pedoman 

Perusahaan I, Bab III Tahun 2012 tentang jaminan bahwa secara umum 

jaminan pembiayaan yang disyaratkan di BSI KC Mataram Pejanggik 1   

adalah jaminan yang memiliki nilai yang marketable atau jaminan yang 

memiliki harga yang tinggi yang mampu mengcover jumlah pembiayaan 

minimal 100% dan maksimal 125%, memiliki dokumen yang asli untuk 

membuktikan legalitas dari jaminan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang merupakan 

karyawan BSI KC Mataram Pejanggik 1. beberapa informanya yaitu: 
 

Tabel: 4.1 Daftar Informan 

   No Nama Jabatan 

1 Bapak Ben Saores  Staf Pembiayaan Produktif 

(UMKM) 

2 Bapak Bagas Wahyu  Staf Sales Landing  

3 Bapak Budi Wirawan  
Staf Apraisal Officer (appraisal 

internal bank) 

4 Ibu Meirina Indah Safitri  Staf Area Consumer Verification 
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  Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bagas Wahyu selaku 

sales landing  di BSI KC Mataram Pejanggik 1 yang mengatakan 

bahwa: 

“Jaminan yang dapat disyaratkan dalam pembiayaan di BSI adalah 

jaminan yang marketable, jaminan yang memiliki dokumen asli 

serta tidak memiliki sangketa waris mbak, karena kalau jaminan itu 

bermasalah tentu akan mempersulit bank dalam melakukan 

eksekusi jaminan jika nasabah mengalami wanprestasi”.
73

 

 

  Bapak Ben Saores selaku staf pembiayaan produktif (UMKM) 

beliau juga memaparkan:  

“Pada dasarnya mbak jaminan yang disyaratkan dalam permohonan 

pembiayaan di BSI KC Mataram adalah jaminan yang marketable 

yang mampu mengcover jumlah pembiayaan minimal 100% dan 

maksimal 125%. Selain itu jaminan yang dapat digunakan dalam 

permohonan pembiayaan adalah jaminan yang memiliki dokumen 

asli. dan jaminan yang tidak memiliki dokumen asli maka tidak bisa 

dijadikan jaminan dalam pembiayaan. Nah ada juga yang perlu 

mbak ketahui, kalau bank BSI KC Mataram dalam penggunaan 

agunan menggunakan sistem 1 derajat. Maksud dari system 1 

derajat itu mbak yaitu  yang masih memiliki hubungan darah. Yaitu, 

yang dapat dijadikan agunan dalam permohonan pembiayaan adalah 

agunan milik sendiri, orang tua (ibu dan ayah), saudara (kakak dan 

adik) sedangkan untuk agunan milik orang lain tidak dapat 

digunakan. Hal ini berlaku untuk permohonan pembiayaaan yang 

bersifat perorangan ya mbak, kalau bersifat lembaga keuangan beda 

lagi. Untuk permohonan pembiayaan yang bersifat lembaga 

keuangan agunan yang dapat digunakan bisa atas nama 

direktur/komisaris/pemegang saham. Jika agunan tersebut milik 

orang tua atau saudara maka tidak perlu dilampirkan surat kuasa 

tetapi si pemilik agunan akan datang pada saat akad dengan 

membawah sertifikat agunan dan mengisi form dari notaris yang 

berisi bahwa sipemilik agunan bersedia menjaminkan agunanya.
74
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  Berdasarkan hasil wawancara diatas sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa jaminan yang disyaratkan dalam pembiayaan di BSI 

KC Mataram Pejanggik 1 adalah jaminan yang memiliki nilai yang 

marketable yang mampu mengcover jumlah pembiayaan minimal 100% 

dan maksimal 125%, memiliki dokumen asli, serta jaminan tidak 

memiliki masalah sengketa waris. Selain itu juga BSI menggunakan 

sistem 1 derajat yaitu yang dapat dijadikan jaminan yang bersifat 

perorangan adalah jaminan milik orang tua, kakak, dan adik tanpa harus 

melampirkan surat kuasa. Sedangkan untuk lembaga keuangan yang 

dapat dijadikan jaminan adalah atas nama direktur/komisaris/pemegang 

saham.     

c. Jenis dan Bentuk Jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

 Jenis jaminan secara umum dapat digolongkan menjadi dua  

macam. Yang pertama jaminan materiil (kebendaan). Yang dimaksud 

dengan jaminan kebendaan ialah jaminan berupa benda bergerak dan 

benda tidak begerak. Dan yang kedua jaminan immaterial 

(perorangan).Yang dimaksud dengan jaminan perorangan ialah jaminan 

yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu. 

Jaminan perorangan lebih dikenal dalam lingkungan perbankan dengan 

istilah borgtocht. Sedangkan untuk bentuk jaminan yaitu ada jaminan 

pokok dan jaminan tambahan, jaminan tambahan adalah jaminan yang 
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diberikan jika nilai dari jaminan pokok tidak bisa mengcover jumlah 

pembiayaan.   

 BSI KC Mataram Pejanggik 1 memiliki ketentuan tersendiri terkait 

dengan jenis jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Ben Saores selaku 

staf pembiayaan produktif (UMKM)  yang mengatakan bahwa:  

 “Jenis-jenis jaminan yang secara umum dapat digunakan dalam 

permohonan pembiayaan di BSI adalah seperti: tanah, bangunan, 

kendaraan, mesin-mesin, kapal laut, piutang end user, logam mulia 

atau emas, saham, spk ( surat   perintah kerja untuk kontraktor), 

jaminan perorangan (atas nama badan usaha dan pemilik saham,), 

deposito, tabungan, dan lain sebagiannya mbak.”
75

 

 

Namun dari jenis-jenis jaminan diatas tidak semua jaminan tersebut 

dapat diterima dalam permohonan pembiayaan mudharabah di BSI KC 

Mataram Pejanggik 1. Hal ini dibuktikan melalui wawancara yang 

dilakukan dengan bapak Bagas Wahyu selaku sales landing  di BSI KC 

Mataram Pejanggik 1 yang mengatakan bahwa:  

“Jadi begini ya mbak, jaminan (collateral) yang dapat digunakan 

dalam permohonan pembiayaan di BSI pada dasarnya adalah 

jaminan yang marketable atau jaminan yang memiliki harga yang 

tinggi mbak, tapi perlu diketahui bahwa di BSI  jaminan dalam 

permohonan pembiayaan mudharabah yang diutamakan adalah 

jaminan (collateral) berupa  piutang end user. Piutang end user  

adalah jaminan yang akan diperoleh pada saat yang akan datang 

mbak yang diserahkan oleh lembaga keuangan. Bentuknya kadang 

bermacam-macam si mbak, ada dalam bentuk hard copy maupun 

soft copy. Sedangkan untuk jaminan seperti kendaraan (mobil dan 
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motor) dan jaminan fixed asset (tanah dan bangunan) hanya sebagai 

jaminan tambahan saja mbak.” 
76

 

  Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Wahyu tidak jauh 

berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ben Saores selaku 

staf pembiayaan produktif (UMKM) juga memaparkan:  

“Begini ya mbak juliani, agunan yang dapat digunakan dalam 

permohonan pembiayaan di BSI adalah agunan yang marketable 

yang mampu mengcover jumlah pembiayaan minimal 100% dan 

maksimal 125%. Tapi tidak semua jenis agunan dapat digunakan 

dalam  pembiayaan mudharabah dan perlu mbak ketahui bahwa 

didalam pembiayaan mudharabah di BSI KC Mataram memiliki dua 

pola pembiayaan. Yaitu pembiayaan mudharabah dengan pola 

eksecating dan channeling. Pembiayaan mudharabah dengan pola 

ekscating yang dibiayai adalah Koperasi dan BPRS nya, lalu 

kemudian Koperasi ini menyalurkan kembali kepada anggotanya. 

Dan untuk jaminan dalam pembiayaan mudharabah dengan pola 

eksecating agunan yang diutamakan  adalah agunan berupa  piutang 

end user. Nah piutang end user  ini  adalah agunan yang akan 

diperoleh pada saat yang akan datang dari lembaga keuangan seperti: 

Koperasi dan BPRS. Piutang end user dibuat dalam bentuk data yang 

diprint dan di dalam data tersebut berisi tentang nomor, nama end 

user, alamat, nomor hp nya, maksimum pembiayaan, jenis 

pembiayaan (produktif/konsumtif), jangka waktu, nilai jaminanya, 

dan cover asuransi. Sedangkan untuk jaminan berupa kendaraan, dan 

jaminan fixed asset (tanah, dan bangunan) hanya sebagai jaminan 

tambahan jika nilai dari piutang end user tidak dapat mengcover 

jumlah pembiayaan yang diajukan.  Berbeda hal nya dengan 

pembiayaan mudharabah  dengan pola channeling yang dibiaya 

langsung adalah anggotanya sementara lembaga keuangan seperti 

Koperasi, BPR, dan BPRS hanya menjebatani anggotanya dalam hal 

melengkapi dokumen dari anggota. Dan untuk jaminanya yaitu 

berupa tanah, bangunan, dan kendaraan. Didalam pola chanelling ini 

juga jaminan yang diserahkan oleh anggota langsung diikat oleh BSI 

sendiri serta BSI yang melakukan penilaian terhadap jaminan 

tersebut. Nah berbeda halnya pembiayaan mudharabah dengan pola 

eksecating tadi mbak, jaminanya hanya diikat di Koperasi dan 
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Koperasi sendiri yang melakukan penilaian terhadap jaminan dari 

anggotanya. Dan BSI hanya menerima piutang end user dari 

lembaga keuangan tersebut.
77

 

3. Penilaian Kelayakan Jaminan (collateral) di PT. BSI KC Mataram  

Pejanggik 1                             

a. Petugas Penilai Jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik 1  

  Dalam melakukan analisis pembiayaan, BSI KC Mataram 

Pejanggik 1 pada umumnya menerapkan prinsip 5C, yaitu character, 

capacity, capital, condition of economi, dan collateral. Penerapan 

prinsip 5C dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan 

penilaiaan terhadap character, capacity, capital, condition of economi. 

Jika nasabah dinyatakan  lolos pada tahap pertama maka akan 

dilanjudkan ketahap kedua. Pada tahap kedua hal yang dilakukan adalah 

melakukan penilaian terhadap jaminan (collateral) calon  nasabah. 

Analisis collateral merupakan analisis terakhir atau yang disebut dengan 

second process.  

 Pada dasarnya di BSI KC Mataram Pejanggik 1 yang menangani 

penilaian terhadap jaminan (collateral) yaitu appraisal officer 

(appraisal internal).  Namun ada saatnya BSI juga menggunakan jasa 

lain untuk melakukan penilaiaan terhadap jaminan calon nasabah. Hal 

ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan bapak Ben saores 
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selaku staf pembiayaan produktif (UMKM)  di BSI KC Mataram 

Pejanggik 1 yang mengatakan bahwa: 

“Penilaian terhadap agunan dapat dilakukan oleh appraisal officer 

(appraisal internal) dan appraisal independen. Dengan ketentuan 

jika jumlah pembiayaan dibawah lima miliyar maka yang 

melakukan penilaian terhadap agunan calon nasabah yaitu  

appraisal officer/appraisal internal. Sedangkan jika jumlah 

pembiayaan diatas lima miliyar BSI menggunakan pihak ketiga 

yaitu appraisal independen atau yang disebut dengan KJPP (kantor 

jasa penilaian publik). Dan untuk pembayaran jasa tersebut 

ditanggung oleh calon nasabah selaku pemilik jaminan 

(collateral).” 
78

  

 

b. Alur Penilaian Jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka diperoleh 

hasil, bahwa alur penilaian jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik, sesuai 

Standar Operasional Perusahaan (SOP) adalah sebagai berikut:
79

 

1) Form pengajuan pembiayaan  

Yang pertama nasabah datang dan mengajukan pembiayaan 

dan mengisi form pengajuan pembiayaan. 

2) Memo permohonan penilaian jaminan 

Setelah mengisi form pengajuan pembiayaan, calon nasabah 

mengisi memo permohonan penilaian jaminan yang dibuat oleh 

internal bank antar unit untuk melakukan taksasi 

 

                                                           
78

 Ibid. 
79

 Budi Wirawan, Staf Appraisal Officer/Appraisal Internal, Wawancara, 29 Maret 2021. 



61 
 

 
 

3) Survey lokasi jaminan 

Appraisal officer/appraisal internal melakukan survey 

kelokasi jaminan 

4) Pembuatan acara taksasi jaminan 

Setelah melakukan survey kelokasi jaminan, appraisal internal 

unit membuatkan acara taksasi jaminan 

5) Penyerahan hasil nilai taksasi  

 Setelah pembuatan BATJ, yang terakhir ialah penyerahan hasil  

nilai taksasi ke unit terkait disetujuinya oleh SPV atau pimpinan. 

 

c. Penilaian Kelayakan Jenis Jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

 Penilaian tehadap jaminan adalah hal yang perlu dilakukan oleh setiap 

Bank, karena mengingat jaminan adalah salah satu hal yang sangat 

penting dalam pembiayaan. Sehingga diperlukan sikap kehati-hatian dan 

teliti agar tidak merugikan bank dikemudian hari.   

 Dalam menentukan jaminan yang layak dalam suatu pembiayaan, 

penilaian yang seharusnya dilakukan sebagaimana yang terjadi dibidang 

perbankan meliputi penilaiaan dari segi hukum dan ekonomi. 

Berdasarkan penilaian dari kedua aspek tersebut sehingga dapat 

disimpulkan kelayakan jaminan yang baik dan berharga.  

 Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan 

beberapa informen yang berada di BSI KC Mataram Pejanggik 1. Adapun 
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hal-hal yang diperhatikan dalam menentukan jaminan yang layak sesuai 

dengan jenis jaminan yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah 

adalah sebagai berikut:  

1) Piutang end user  

 Piutang end user adalah  harta yang dimiliki oleh seseorang yang 

ada pada orang lain, yang akan diperoleh pada saat yang akan datang . 

piutang end user ini diserahkan oleh lembaga keuangan seperti 

Koperasi dan BPRS.  

  Bapak Ben Saores selaku staf pembiayaan produktif (UMKM)  

di BSI KC Mataram Pejanggik 1 mengungkapkan bahwa:  

 “Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam menilai jaminan 

piutang end user. Dari aspek hukumnya yang perlu diperhatikan 

mengenai legalitas dari piutang end user nya. Untuk 

mengetahuinya itu mbak dapat melakukan pengecekan isi data 

dari piutang end user seperti yang saya katakan tadi sama mbak 

mengenai kelengkapan nomor, nama end  user, alamat, nomor hp, 

maksimum pembiayaan, jenis pembiayaan (produktif/konsumtif), 

jangka waktu, dan cover asuransi. Selain melihat isi dari piutang 

end user tersebut, dapat juga dilakukan dengan cara verifikasi 

yaitu langsung turun kelokasi lembaga keuangan mbak, seperti 

BPRS dan Koperasi untuk membuktikan keabsahan piutang end 

user tersebut. Dan yang terakhir bisa juga langsung melakukan 

verifikasi kepada nasabahnya. Misalnya ne mbak ya: dalam 

sebuah Koperasi dan BPRS ada 30 nasabah yang menggunakan 

piutang end user maka akan dilakukan kunjungan kenasabah 

tersebut, tetapi dari 30 orang tersebut akan disampling mbak, atau 

sederhanakan lagi. Tapi caranya diacak, misalnya tadi diambil 

nomor 1, nah nanti bisa diambil nomor 5 atau nomor lainnya 

mbak. Dalam artian bahwa tidak semua dari 30 orang tersebut 

dikunjungi oleh bank mbak, tetapi akan diambil sebagiannya saja 

untuk dikunjungi, karna bank tentu mempunyai ketentuan sendiri 

mbak terkait dengan berapa persen nasabah yang perlu dikunjungi. 

Yang tadi itu dari aspek hukum ya mbak, kalau aspek ekonominya 
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dengan melihat maksimum pembiayaan yang tercantum dalam 

piutang end user”. 
80

 

 

2) Kendaraan  

  Kendaraan adalah jenis jaminan kebendaan yang termaksud 

dalam kategori jaminan benda bergerak.  

  Bapak Budi Wirawan selaku appraisal officer/appraisal 

internal di BSI KC Mataram Pejanggik 1 mengatakan bahwa:  

 “Dalam menilai suatu agunan tentu berbeda-beda cara 

penilaiaanya mbak, ada beberapa hal yang perlu dipehatikan 

tergantung  dari jenis agunanya. Jika jaminan dalam bentuk 

kendaraan seperti mobil atau motor maka yang perlu 

diperhatikan dari segi hukumnya ialah kelengkapan BPKB, 

untuk membuktikan keabsahan BPKB dapat dilakukan 

pengecekan pada kantor samsat, dan jaminan berupa kendaraan 

dapat diikat menggunakan fidusia. Sedangkan untuk menetukan 

nilai ekonomisnya/harga jualnya dengan melihat kondisi dari 

kendaraan tersebut dimana kendaraan baik dan terawat, dan usia 

kendaraan maksimal 10 tahun setelah pembiayaan lunas.
 81

 
 

  Bapak Ben Saores selaku staf pembiayaan produktif (UMKM)  

di BSI KC Mataram Pejanggik 1 juga mengungkapkan hal yang 

hampir sama bahwa: 

 “Jaminan dalam bentuk kendaraan seperti mobil atau motor 

maka dari aspek hukumnya yang perlu diperhatikan ialah 

kelengkapan BPKB tentunya mbak. Sedangkan dari aspek 

ekonomisnya dengan melihat kondisi dari kendaraan harus dalam 

keadaan baik (mobil atau motor baru) tentu akan berbeda 
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harganya dengan mobil atau motor bekas pakai walaupun dengan 

merek yang sama”.
 82

 

3) Tanah dan bangunan  

 Tanah adalah salah satu jaminan yang banyak diminat oleh suatu 

bank. Karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan 

jaminan lainnya. Meskipun memiliki banyak kelebihan bank tetap 

harus berhat-hati sebelum menerima tanah tersebut sebagai jaminan 

pembiayaan. Begitupun dengan bangunan. dalam menilai tanah dan 

bangunan bank wajib menilai secara lengkap baik dari aspek hukum 

maupun ekonominya.  

  Bapak Budi Wirawan selaku staf appraisal officer/appraisal 

internal di BSI KC Mataram Pejanggik 1 mengatakan bahwa:  

 “Jika jaminan tersebut dalam bentuk tanah atau bangunan maka 

yang perlu diperhatikan untuk membuktikan legalitas agunan 

tersebut adalah dengan memperhatikan kelengkapan sertikatnya 

seperti SHM (sertifikat hak milik), sertifikat SHGB (sertikat hak 

guna bangunan), dan SHP (sertifikat hak pakai) diatas tanah 

pemerintah untuk tanah. Sedangkan untuk bangunan dengan 

memperhatikan sertifakat IMB (izin mendirikan bangunan). Dan 

untuk membuktikan keabsahan terkait dengan sertifikat agunan 

tersebut dapat dilakukan pengecekan ke BPN (badan pertanahan 

nasional) untuk agunan berupa tanah, dan ke dinas PPSP 

(Perizinan perpaduan satu pintu) untuk agunan berupa bangunan. 

Lalu untuk pengikatan agunan berupa tanah dan bangunan dapat 

diikat menggunakan Hak tanggungan yang dilakukan oleh via 

notaris. Selain itu peruntukan penggunaan tanah dan bangunan 

juga harus diketahui, serta kemudahan pemindah tanganan 

jaminan perlu juga diperhatikan. Sedangkan dari aspek 

ekonominya yang dapat ditentukan dengan melihat kondisi 
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agunan. Kondisi  tanah akan sangat mempengaruhi nilai ekonomis 

dari tanah tersebut. Contoh nya ne mbak ya, sebidang tanah darat 

yang siap pakai/siap manfaatkan tentu akan memiliki nilai 

ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah rawan 

meskipun memiliki luas maupun ukuran yang sama. Bangunan 

baru tentu akan lebih memiliki harga yang tinggi dibandingkan 

bangunan yang sudah tepakai/bekas pakai meskipun bangunan 

tersebut memiliki luas maupun ukuran yang sama. Selain dilihat 

melalui kondisi agunan untuk menentukan harga jual juga dapat 

dilihat apakah agunan memiliki harga yang jelas dan stabil. Hal ini 

dapat merujuk pada harga pasar yang berlaku di masyarakat pada 

tempat objek jaminan yang bersangkutan. Dan lokasi keberadaan 

agunan minimal bisa ditempuh oleh kendaraan beroda empat, 

contohnya seperti mobil.
83

 

 

d. Penentuan Nilai Taksasi Jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

 Setelah penilaian jaminan dilakukan maka langkah selanjutnya 

yang dilakukan oleh bank ialah penentuan nilai taksasi. Nilai taksasi 

perlu ditentukan karena biasanya harga yang dicapai pada saat jaminan 

dieksekusi sering lebih rendah dari harga pasarnya. Nilai taksasi 

biasanya ditentukan dari harga pasar suatu jaminan. Nilai presentase 

tersebut dapat ditentukan dari 0% sampai dengan 100% tergantung dari 

objek jaminannya.  

 Bapak Ben Saores selaku staf pembiayaan produktif (UMKM) di BSI 

KC Mataram Pejanggik 1 mengungkapkan bahwa: 

“Untuk piutang end user  bank dapat menilainya dengan 100%, tanah 

yang memiliki sertifikat SHM, SHGB, dan SHP bank bisa menilainya 

paling tinggi 70% sampai 75%, bangunan yang memiliki sertifikat IMB 
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dapat dinilai 70% sedangkan yang tidak memiliki serfikat IMB hanya 

dapat dinilai 30%, begitupun dengan kendaraan mbak, kendaraan yang 

masih baru bisa dinilai 70%, kendaraan yang sudah 2 tahun hanya bisa 

dinilai 60% sampai 50%, dan yang sudah 3 tahun hanya bisa dinilai 

30%. Nah mungkin mbak bertanya kenapa tanah, bangunan dan juga 

kendaraan tidak dinilai 100%, alasanya karna dalam penjualannya nanti 

pasti akan mengalami kesulitan, beda halnya dengan deposito, tabungan, 

piutang yang memang dinilai oleh bank 100% alasanya karna nilai 

liquiditasnya sangat liquid/cepat untuk dicairkan atau dijadikan uang. 

Begitupun dengan emas, itu dapat dinilai 100% mbak karna penjualan 

emas akan lebih mudah dari pada penjualan tanah, bangunan dan juga 

kendaraan.”
 84

 

B. Pembahasan  

1. Jenis-jenis Jaminan (Collateral) yang dapat digunakan dalam 

Pembiayaan Mudharabah di PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1 

 Dalam pembiayaan mudharabah di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

memiliki dua pola pembiayaan. Yaitu pembiayaan mudharabah dengan 

pola eksecating dan pembiayaan mudharabah dengan pola channeling. 

Pembiayaan mudharabah dengan pola ekscating yaitu pembiayaan untuk 

lembaga keuangan. Pembiayaan dengan pola ini, yang dibiayai adalah 
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Koperasi dan BPRS nya, lalu kemudian koperasi ini menyalurkan kembali 

kepada anggotanya. Berbeda hal nya dengan pembiayaan mudharabah  

dengan pola channeling yang dibiayai langsung adalah anggotanya 

sementara lembaga keuangan seperti Koperasi dan BPRS hanya 

menjebatani anggotanya dalam hal melengkapi dokumen dari anggota. Dan 

untuk jaminanya yaitu berupa tanah, bangunan, dan kendaraan.   

 Secara umum jaminan dapat digolongkan menurut hukum menjadi dua  

macam. Yang pertama jaminan materiil (kebendaan). Yang dimaksud 

dengan jaminan kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas 

sesuatu benda,  yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda 

tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu 

mengikuti bendanya (droit de suite).
85

 Dan yang kedua jaminan immateriil 

(perorangan). Yang dimaksud dengan jaminan perorangan ialah jaminan 

yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 

dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur seumumnya (contoh 

Borgtocht).
86

 

 Untuk jaminan kebendaan dispesifikasikan lagi menjadi dua bagian 

yaitu jaminan bergerak (yang meliputi jaminan berwujud dan jaminan tidak 

berwujud) dan jaminan tidak bergerak.  Jaminan kebendaan berupa barang 

bergerak (berwujud dan tidak berwujud), meliputi: perhiasan, surat 
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berharga, kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan 

kantor, alat berat, alat trasportasi laut dan sungai, alat trasportasi udara, 

barang persedian, barang dagang, tagihan, piutang, dan sejenisnya. 

Sedangkan jaminan tidak bergerak meliputi: tanah, rumah tinggal, gedung 

kantor, gudang, hotel, dan sebagianya. Sementara Jaminan perorangan 

meliputi: jaminan pribadi (personal guaranty), dan jaminan perusahaan 

(company/corporate/guaranty). 

 Jenis-jenis jaminan yang secara umum dapat digunakan dalam 

permohonan pembiayaan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 adalah seperti: 

tanah, bangunan, kendaraan, mesin-mesin, kapal laut, piutang end user, 

logam mulia atau emas, saham, spk ( surat   perintah kerja untuk 

kontraktor), jaminan perorangan (atas nama badan usaha dan pemilik 

saham,), deposito, tabungan, dan lain sebagiannya. Namun tidak semua 

jenis jaminan dapat digunakan dalam pembiayaan mudharabah. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka dapat disimpulkan 

bahwa. BSI KC Mataram Pejanggik 1 memberikan batasan terhadap 

jaminan yang dapat digunakan pada pembiayaan mudharabah. Jaminan 

yang dapat digunakan dalam permohonan pembiayaan mudharabah 

ternyata berbeda-beda tergantung pada pola pembiayaan yang diterapkan. 

Pembiayaan mudharabah dengan pola eksecating maka  jaminan yang 

diutamakan adalah jaminan berupa piutang end user yang merupakan jenis 
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jaminan kebendaan yang tidak berwujud. Piutang end user  adalah jaminan  

yang akan diperoleh disaat yang akan datang.  

 Jenis jaminan (collateral) dalam bentuk piutang end user cukup 

memiliki resiko yang besar karena akan ada kemungkinan pihak ketiga atau 

nama yang tertera dalam piutang end user tersebut tidak mampu memenuhi 

kewajibanya kepada bank. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Rotua Hotmauli dengan judul perlindungan hukum terhadap 

kreditur penerima jaminan fidusia dalam bentuk daftar piutang yang 

mengatakan bahwa terdapat banyak resiko dalam suatu piutang. Yang 

pertama ialah adanya risiko tidak dibayarnya seluruh tagihan (piutang). Hal 

ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seleksi yang 

kurang baik dalam memilih langganan sehingga perusahaan memberikan 

kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan, 

juga dapat terjadi adanya stabilitas ekonomi dan kondisi negara yang tidak 

menentu sehingga piutang tidak dapat dikembalikan. Yang kedua risiko 

tidak dibayarnya sebagian piutang sehingga mengurangi pendapatan suatu 

bank, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang 

diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual. Yang ketiga risiko 

keterlambatan pelunasan piutang yang mengakibatkan adanya tambahan 

dana atau untuk biaya penagihan yang lebih besar apabila harus dibelanjai 

oleh pinjaman. Dan yang keempat risiko tidak tertanamnya modal dalam 

piutang akibat adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga 
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akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang 

semakin besar dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang 

tidak produktif. 
87

 

 Selain piutang end user jaminan seperti kendaraan yang masuk dalam 

kategori jaminan kebendaan berupa barang bergerak serta jaminan fixed 

asset (tanah dan bangunan) yang masuk dalam kategori jaminan kebendaan 

berupa barang tidak bergerak juga diperbolehkan tetapi hanya menjadi 

jaminan pelengkap jika nilai dari piutang end user yang diserahkan oleh 

lembaga keuangan tidak bisa mengcover jumlah pembiayaan yang 

diajukan. Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah dengan pola 

chanelling tidak diperbolehkan jaminan berupa piutang end user yang 

diperbolehkan adalah jaminan berupa tanah,bangunan, dan kendaraan.  

2. Analisis Penilaian Kelayakan Jaminan (Collateral) pada Pembiayaan 

Mudharabah di PT. BSI KC Mataram Pejanggik 1. 

 Sebagai badan usaha yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada 

masyarakat BSI KC Mataram Pejanggik 1 wajib melakukan upaya 

pengamanan agar pembiayaan tersebut dapat dilunasi oleh nasabah yang 

menerima pembiayaan.  BSI KC Mataram Pejanggik 1  sebelum 

mencairkan pembiayaan memberikan arahan untuk memenuhi segala 
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persyaratan dan prosedur yang telah diatur oleh BSI. Termaksud 

melengkapi jaminan (collateral).   

 Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 1 angka 26 undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa: 

agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun 

benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank 

syariah dan atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah 

penerima fasilitas.
 88 

 
Dalam suatu jaminan (collateral) mengenal istilah penilaian jaminan. 

Penilaian terhadap jaminan (collateral) di BSI KC Mataram Pejanggik 1 

dilakukan oleh appraisal officer (appraisal internal) dengan ketentuan 

permohonan pembiayaan dibawah 5 miliyar. Namun jika permohonan 

pembiayaan tersebut diatas 5 miliyar maka yang melakukan penilaian 

terhadap jaminan (collateral) calon nasabah adalah appraisal independen 

atau yang disebut dengan KJPP (kantor jasa penilaian publik).  

 Tujuan dari penilaian jaminan (collateral) yang dilakukan oleh BSI 

KC Mataram Pejanggik 1 ialah karena mengingat jaminan (collateral) 

merupakan salah satu hal yang penting yang berfungsi sebagai upaya untuk 

meminimasir resiko dalam suatu pembiayaan sehingga diperlukan langkah 

penilaian tersebut sebagai bentuk kehati-hatian BSI KC Mataram Pejanggik 

                                                           
88
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1 terhadap dana yang telah disalurkan agar tidak merugikan BSI KC 

Mataram Pejanggik 1 dikemudian hari nanti.  

 Jika dilihat berdasarkan teori penilaian kelayakan jaminan, menurut 

M.bahsan untuk menentukan jaminan yang layak dapat dilakukan penilaian 

dengan melihat aspek hukum dan aspek ekonomi dari suatu jaminan. 

Dalam hal ini peneliti menganalisis dari data yang diperoleh dilapangan, 

adapun aspek-aspek yang diperhatikan oleh BSI KC Mataram Pejanggik 1 

dalam menetukan jaminan yang layak dalam permohonan pembiayaan 

mudharabah dilihat berdasarkan jenisnya yaitu:  

a. Piutang end user 

1)  Piutang end user dapat dinilai 100% 

2)  Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan isi dari piutang end 

user 

3)  Melakukan verifikasi atau kunjungan kepada lembaga keuangan atau 

nasabah 

4)  Pengikatan piutang end user menggunakan fidusia 

b. Tanah dan bangunan  

1) Tanah yang memiliki sertifikat SHM, SHGB, SHP hanya dapat 

dinilai maksimal 70% sampai 75%.  

2) Bangunan yang memiliki sertifikat IMB hanya dapat dinilai 70%, 

sedangkan yang tidak memiliki sertifikat IMB hanya dapat dinilai 

30%.  



73 
 

 
 

3) Melakukan pengecekan kelengkapan serta keabsahan sertifikat SHM 

(sertifikat hak milik), SHGB (sertifikat hak guna bangunan), SHP 

(sertifikat hak pakai) diatas tanah pemerintah ke BPN 

4) Melakukan pengecekan kelengkapan serta keabsahan sertifikat IMB 

(izin mendirikan bangunan) ke dinas PPSP. 

5) Melakukan pengikatan menggunakan hak tanggungan 

6) Memperhatikan penggunaan peruntukan jaminan 

7) Melihat lokasi dan kondisi tanah dan bangunan  

8) Menentukan harga suatu jaminan  

c. Kendaraan  

1) Kendaraan baru hanya dapat dinilai 70% 

Kendaraan yang berusia sudah 2 tahun dapat dinilai 60% sampai 50% 

Kendaraan yang berusia sudah 3 tahun  dapat dinilai 30% 

2) Melakukan pengecekan kelengkapan serta keabsahan BPKB ke 

kantor samsat 

3) Umur kendaraan maksimal berumur 10 tahun setelah pembiayaan 

lunas 

4) Kondisi kendaraan masih dalam keadaan bagus dan terawatt 

5) Melakukan pengikatan menggunakan fidusia 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka dapat disimpulkan 

bahwa BSI KC Mataram Pejanggik 1 dalam melakukan penilaian jaminan 
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sudah sesuai dengan tata cara penilaian jaminan (collateral) yang ada. 

Yang pertama dari petugas penilaian jaminan bahwa tim penilai jaminan 

(collateral) BSI KC Mataram Pejanggik 1 menggunakan dua tim yaitu 

appraisal officer (appraisal internal) untuk pembiayan diatas 5 miliyar dan 

appraisal independen/KJPP (kantor jasa penilaiaan publik) untuk 

pembiayaan diatas 5 miliyar. Hal ini sesuai dengan prosedur yang ada 

menurut peraturan PBI No.7/2/PBI/2005 serta perubahanya dengan PBI 

No.8/2/PBI/2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 mengenai penilaiaan kualitas 

aktiva yang mengatakan bahwa: “penilaian dapat dilakukan oleh penilai 

independen atau penilai internal bank. Penilaian agunan wajib dilakukan 

oleh penilai independen bagi aktiva produktif lebih dari 5 miliyar kepada 

debitur atau kelompok pemimjam”.
89

 

Yang kedua dalam menentukan jaminan yang layak BSI KC Mataram 

Pejanggik 1 melakukan penilaian dari aspek hukum dan ekonomi jaminan 

(collateral). Yang dimaksud dengan penilaian secara hukum adalah 

penilaian dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang legalitas objek jaminan (collateral), keabsahan 

jaminan (collateral), penggunaan dokumen yang sah, sangketa yang 

melekat pada objek jaminan (collateral), pengikatan jaminan, serta 

peruntukan dan perizinan penggunaan jaminan (collateral). Dan penilaian 
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secara ekonomi dilakukan untuk memastikan beberapa aspek yang 

berkaitan dengan nilai atau harga ekonomi dari jaminan.Yang dimaksud 

dengan harga ekonomi ialah harga pasar. Nilai pasar menurut peraturan 

Bank Indonesia pasal 13 13/26/PBI/2011 tentang penilaian kualitas asset 

dan restrukturisasi pembiayaan bahwa nilai pasar adalah jaminan uang 

yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil 

penukaran suatu aktiva pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-

biaya transaksi.
 90

 Adapun aspek-aspek untuk menentukan nilai ekonomi 

jaminan adalah dengan memperhatikan jenis dan bentuk jaminan 

(collateral), kondisi jaminan (collateral), kemudahan pengalihan 

kepemilikan, tingkat harga yang jelas, dan penggunaan atau pemanfaatan 

objek jaminan (collateral).
91

 

Dan yang ketiga dalam penentuan nilai taksasi jaminan di BSI KC 

Mataram Pejanggik 1 menggunakan sistem tidak sama rata. Dimana tanah 

yang memiliki sertifikat SHM, SHGB, SHP dapat dinilai maksimal 75% 

sampai 70%. Bangunan ber IMB dapat dinilai maksimal 70% dan tidak 

berIMB dinilai 30%. Kendaraan dapat dinilai maksimal 70% untuk yang 

baru, 60% sampai dengan 50% untuk yang berusia 2 tahun, dan 30% untuk 

yang berusia 3 tahun. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bank Indonesia 
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pasal 46 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset dan restrukturisasi 

pembiayaan yang mengatakan bahwa: nilai agunan yang dapat 

diperhitungkan sebagai pengurangan dalam pembentukan PPA ditetapkan 

tanah, gedung,rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan 

bermotor, dan persedian paling tinggi dinilai sebesar 70% dari penilaiaan 

independen dilakukan dalam 18 bulan terakhir dan penilaian oleh internal 

bank dilakukan dalam 12 terakhir. 50%  dari penilaian independen telah 

melampaui 18 bulan tetapi belum melampaui 24 bulan terakhir dan 

penilaian dari internal bank telah melampaui 12 bulan namun belum 

melampaui 18 bulan. 30% dari penilaiaan independen telah melampaui 24 

bulan namun belum melampaui 30 bulan terakhir dan penilaian dari 

internal bank telah melampaui 18 bulan dan belum melampaui 24 bulan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai 

penilaian kelayakan jaminan pada pembiayaan mudharabah di PT. BSI (Bank 

Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1 maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa:  

1. Pembiayaan mudharabah adalah salah satu pembiayaan yang ditawarkan 

oleh BSI KC Mataram Pejanggik 1 untuk kegiatan modal kerja dan 

investasi nasabah. Pembiayaan mudharabah di BSI KC Mataram Pejanggik 

1 menggunakan dua pola. Yaitu pembiayaan mudharabah dengan pola 

eksecating dan pembiayaan mudharabah dengan pola channeling. 

Pembiayaan mudharabah dengan pola ekscating yaitu pembiayaan untuk 

lembaga keuangan. Pembiayaan dengan pola ini, yang dibiayai adalah 

Koperasi dan BPRS nya, lalu kemudian Koperasi  menyalurkan kembali 

kepada anggotanya. Berbeda hal nya dengan pembiayaan mudharabah  

dengan pola channeling yang dibiayai langsung adalah anggotanya 

sementara lembaga keuangan seperti Koperasi dan BPRS hanya 

menjebatani anggotanya dalam hal melengkapi dokumen dari anggota.  

Jenis jaminan yang dapat digunakan dalam pembiayaan mudharabah 

di BSI KC Mataram Pejanggik 1 dengan pola eksecating yang diutamakan 
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adalah jaminan berupa piutang end user. Sedangkan tanah, bangunan, dan 

kendaraan hanya sebagai jaminan tambahan. Jaminan piutang end user 

adalah jaminan yang diperoleh pada saat yang akan datang, oleh karena itu 

jaminan tersebut memiliki resiko yang besar karena akan ada kemungkinan 

pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibanya kepada bank. 

Sedangkan untuk jenis jaminan yang digunakan dalam pembiayaan 

mudharabah dengan pola chanelling yaitu tanah,bangunan dan juga 

kendaraan.  

2. Untuk penilaian kelayakan jaminan di BSI KC Mataram Pejanggik 1 sudah 

sesuai dengan tata cara penilaian jaminan yang ada. Dimana untuk 

menentukan jaminan yang layak dalam pembiayaan mudharabah BSI KC 

Mataram Pejanggik 1 melakukan penilaian dari aspek hukum dan ekonomi 

jaminan. Yang dimaksud dengan penilaian secara hukum adalah penilaian 

dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang legalitas objek jaminan (collateral), keabsahan jaminan 

(collateral), penggunaan dokumen yang sah, sangketa yang melekat pada 

objek jaminan (collateral), pengikatan jaminan, serta peruntukan dan 

perizinan penggunaan jaminan (collateral). Dan penilaian secara ekonomi 

dilakukan untuk memastikan beberapa aspek yang berkaitan dengan nilai 

pasar atau harga ekonomi dari jaminan dengan memperhatikan jenis dan 

bentuk jaminan (collateral), kondisi jaminan (collateral), kemudahan 

pengalihan kepemilikan, tingkat harga yang jelas, dan penggunaan atau 
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pemanfaatan objek jaminan (collateral). Selain itu dalam penentuan nilai 

taksasi dan petugas penilai jaminan BSI KC Mataram Pejanggik 1 telah 

melakukan prosedur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pasal 46 

14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas asset dan restrukturisasi 

pembiayaan. Dimana dalam penentuan nilai taksasi jaminan BSI KC 

Mataram Pejanggik 1 menggunakan sistem tidak sama rata, serta dari 

petugas penilai jaminan BSI KC Mataram Pejanggik 1 menggunakan dua 

tim yaitu appraisal internal dan appraisal independen. 

B. Saran  

1.  Untuk PT. BSI (Bank Syariah Indonesia) KC Mataram Pejanggik 1  

Sebaiknya dalam menilai jaminan piutang end user harus lebih teliti, 

mengingat adanya resiko yang besar yang akan berdampak pada tidak 

kembalinya dana yang telah disalurkan. Serta sebaiknya PT. BSI KC 

Mataram Pejanggik 1 sesering mungkin untuk memberikan pelatihan 

kepada SDM nya agar memiliki keterampilan dalam melakukan penilaian 

jaminan, mengingat jaminan adalah salah satu hal yang urgent dalam suatu 

pembiayaan. 

2.  Untuk peneliti berikutnya  

Semoga mahasiswa atau peneliti berikutnya dapat mengkaji kembali 

dengan lebih detail tentang jaminan, serta dapat dikembangkan melalui 
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indikator-indikator lain agar dapat memberikan dampak positif yang lebih 

luas.   
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Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

1. Apa fungsi jaminan pada pembiayaan mudharabah di BSI Kantor Cabang 

Mataram? 

2. Bagaimanakah alur permohonan pembiayaan mudharabah di BSI Kantor 

Cabang Mataram? 

3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah jika ingin mengajukan 

pembiayaan mudharabah di BSI Kantor Cabang Mataram? 

4. Bagaimanakah kriteria jaminan yang di syaratkan dalam pembiayaan di BSI  

Kantor Cabang Mataram? 

5. Apa saja jenis jaminan yang dapat digunakan dalam permohonan pembiayaan 

di BSI Kantor Cabang Mataram? 

6. Apa saja jenis jaminan yang dapat digunakan dalam permohonan pembiayaan 

mudharabah di BSI Kantor Cabang Mataram? 

7. Siapakah yang melakukan penilaian jaminan di BSI Kantor Cabang Mataram? 

8. Bagaimanakah alur penilaian jaminan di BSI Kantor Cabang Mataram? 

9. Apa saja Aspek yang diperhatikan dalam penilaian jenis jaminan yang 

digunakan dalam pembiayaan mudharabah di BSI Kantor Cabang Mataram? 

10. Bagaimanakah penentuan nilai taksasi jaminan dalam pembiayaan di BSI 

Kantor Cabang Mataram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2  Dokumentasi Wawancara Informan 

 

 

 
Wawancara bersama Ibu Meirina Indah Safitri selaku staf Area custumer 

verication di BSI Kantor Cabang Mataram 

 

 
Wawancara bersama Bapak Bagas Wahyu selaku staf sales landing di BSI 

Kantor Cabang Matara 



 
 

 
 

 
Wawancara bersama Bapak Ben Saores selaku Staf Pembiayaan produktif 

(pembiayaan UMKM) di BSI Kantor Cabang Mataram 

 

 
Wawancara bersama Bapak Budi Wirawan selaku staf appraisal 

officer/appraisal internal di BSI Kantor Cabang Mataram 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 


